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Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen strategis nasional yang dikembangkan
untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah, khususnya dari aspek perencanaan,
implementasi, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik. Pengukuran
IKK berorientasi pada prinsip kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan dirancang tidak
hanya untuk menilai kepatuhan administratif, tetapi juga untuk menilai kinerja serta hasil dan
dampak kebijakan terhadap pembangunan nasional.

Pengukuran IKK Tahun 2025 dilaksanakan dengan berbagai penyempurnaan signifikan, baik dari
sisi instrumen, mekanisme pengukuran, maupun dukungan sistem informasi. Penyempurnaan ini
menandai pergeseran paradigma pengukuran dari pendekatan compliance-based menuju
pendekatan yang lebih menekankan kinerja serta hasil dan dampak kebijakan (performance and
outcome-based). Penyederhanaan instrumen, penajaman bukti dukung, penyeragaman jumlah
kebijakan yang dinilai, serta penguatan mekanisme umpan balik (feedback) menjadi langkah
strategis untuk meningkatkan objektivitas dan kualitas hasil pengukuran.

Pada Tahun 2025, sebanyak 548 instansi pemerintah atau sekitar 85 persen dari total 646
instansi pemerintah nasional telah berpartisipasi dalam pengukuran IKK. Tingkat partisipasi ini
menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pengukuran tahun 2021
dan 2023, sekaligus mencerminkan meningkatnya komitmen instansi pemerintah pusat dan
daerah terhadap upaya peningkatan kualitas kebijakan publik. Nilai rata-rata nasional IKK Tahun
2025 tercatat sebesar 63,14 dengan kualifikasi Cukup, namun 39 persen instansi pemerintah
telah mencapai kualifikasi minimal “Baik”, sehingga melampaui target nasional sebesar 30
persen sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Hasil pengukuran juga menunjukkan masih adanya disparitas capaian kualitas kebijakan antara
instansi pemerintah pusat dan daerah, serta gap antar dimensi kebijakan. Instansi pemerintah
pusat secara umum menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan instansi pemerintah
daerah.

Melalui laporan ini, hasil Pengukuran IKK Tahun 2025 diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen evaluasi, tetapi juga menjadi dasar strategis dalam perumusan langkah perbaikan
kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kapasitas kebijakan publik
secara berkelanjutan di tingkat pusat dan daerah.

R I N G K A S A N  E K S E K U T I F
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Peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan salah satu prasyarat utama dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Kebijakan yang berkualitas tidak hanya dituntut untuk patuh secara administratif, tetapi
juga harus disusun secara sistematis, berbasis bukti, serta mampu memberikan dampak
nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dikembangkan sebagai instrumen
untuk mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah dirumuskan, diimplementasikan, dan
dievaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan. IKK menjadi salah satu indikator
strategis dalam Reformasi Birokrasi Nasional dan telah ditetapkan sebagai indikator
kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2025–2029. Keberadaan IKK diharapkan dapat mendorong penguatan
budaya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di seluruh instansi pemerintah.

Pengukuran IKK Tahun 2025 diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)
melalui Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara selaku
Command Center IKK. Pelaksanaan pengukuran ini ditujukan untuk mendorong peningkatan
kualitas kebijakan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat praktik evaluasi dan
pembelajaran kebijakan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Sejalan dengan dinamika pembangunan dan tantangan kebijakan yang semakin kompleks,
Pengukuran IKK Tahun 2025 dilaksanakan dengan berbagai pembaruan substantif, baik
pada instrumen maupun mekanisme pelaksanaan. Perubahan ini diarahkan untuk
memastikan bahwa pengukuran kualitas kebijakan semakin relevan, adaptif, dan mampu
menangkap kinerja serta dampak kebijakan secara lebih komprehensif.

Melalui laporan ini, disajikan gambaran menyeluruh mengenai dasar hukum dan arah
kebijakan, ruang lingkup dan metodologi pengukuran, proses pelaksanaan, serta hasil
Pengukuran IKK Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi
para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih berkualitas,
berdampak, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian pembangunan nasional.

PENDAHULUAN
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YEAR 2024

D A S A R  H U K U M  &  A R A H
K E B I J A K A N

IKK menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. 

Selain itu, kebijakan dan
target IKK secara nasional
juga tertuang dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun
2025-2029 sebagai salah satu
indikator kegiatan prioritas
nasional.

Untuk pengukuran IKK tahun 2025, telah ditetapkan
dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi

Negara No. 8/K.1/HKM.02.2/2025 Tentang
Pengukuran Kualitas Kebijakan. 

Sebanyak 500 instansi dari total 646 instansi
pemerintah secara nasional menjadi target

partisipan dalam pengukuran IKK tahun 2025.

500/
Instansi yang menjadi target
partisipasi IKK

646
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YEAR 2024

P E R U B A H A N  P E N G U K U R A N
I K K  T A H U N  2 0 2 5

WARDIERE INC.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan
Administrasi Negara, c.q. Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi
Negara, selaku Command Center Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), telah melaksanakan
berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengukuran
IKK Tahun 2025. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk
memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek
kepatuhan administratif, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja dan dampak nyata bagi
masyarakat.

Salah satu perubahan mendasar pada pengukuran
IKK Tahun 2025 adalah penyempurnaan instrumen

pengukuran. Jika pada tahun-tahun sebelumnya
pengukuran lebih menekankan pada aspek

compliance, maka pada tahun 2025 arah pengukuran
diperluas untuk menilai kinerja serta hasil dan
dampak kebijakan (performance and outcome).

Pendekatan ini mencerminkan komitmen LAN dalam
mendorong kebijakan publik yang tidak hanya baik

secara konseptual, tetapi juga efektif dalam
menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung

pencapaian tujuan pembangunan.

Selain itu, LAN juga
mengembangkan Sistem
Informasi IKK (ikk.lan.go.id) yang
baru untuk mendukung proses
self-assessment oleh instansi
pemerintah. Sistem ini dirancang
agar lebih transparan, efisien,
dan akuntabel, sekaligus
mempermudah instansi dalam
menyampaikan data, informasi,
serta dokumen pendukung yang
dibutuhkan dalam proses
pengukuran kualitas kebijakan.
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YEAR 2024
WARDIERE INC.

Secara substansial, terdapat lima perubahan utama dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan
Tahun 2025:

5 PERUBAHAN UTAMA DALAM PENGUKURAN IKK TAHUN 2025

Dokumen bukti dukung yang dipersyaratkan diarahkan agar
lebih konkret, mudah dipenuhi, tidak menimbulkan multitafsir,
bersifat aktual, dan memiliki validitas yang lebih tinggi. Dengan
demikian, kualitas data dan informasi yang digunakan dalam
penilaian dapat lebih terjamin.

Kebijakan yang menjadi objek pengukuran difokuskan pada
Kebijakan Pembangunan Strategis yang ditetapkan oleh
instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut harus berorientasi pada pembangunan
berkelanjutan, ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh, serta mendukung pertumbuhan perekonomian.

Jumlah kebijakan yang disampaikan oleh setiap instansi
pemerintah untuk diukur kualitasnya ditetapkan sama, yaitu
sebanyak tiga kebijakan. Penyeragaman ini bertujuan untuk
menciptakan keadilan, konsistensi, dan keterbandingan hasil
pengukuran antarinstansi.

Instrumen pengukuran disederhanakan secara signifikan.
Jumlah pernyataan dalam instrumen yang sebelumnya
mencapai 39 pernyataan diringkas menjadi 11 pertanyaan
utama yang lebih lugas, ringkas, dan selaras. Penyederhanaan
ini diharapkan mampu lebih jelas menggambarkan kinerja serta
hasil atau dampak kebijakan yang diukur.

Pengukuran IKK Tahun 2025 dilengkapi dengan tahap feedback
bagi seluruh instansi pemerintah. Tahap ini memberikan
kesempatan kepada instansi untuk melengkapi atau
memperbaiki bukti dukung yang telah disampaikan, sehingga
dapat berpengaruh terhadap nilai akhir pengukuran.
Mekanisme ini diharapkan dapat mendorong perbaikan
berkelanjutan serta meningkatkan kualitas kebijakan secara
objektif dan konstruktif.

Melalui berbagai perubahan tersebut, Pengukuran IKK Tahun 2025 diharapkan mampu
menjadi instrumen yang lebih responsif, relevan, dan berorientasi pada hasil, sekaligus
mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik secara nasional.
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R U A N G  L I N G K U P
P E N G U K U R A N

Profil: Pelibatan Analis Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Perencanaan Kebijakan

Evaluasi dan Keberlanjutan
Kebijakan

Transparansi dan Partisipasi
Publik

10%
20%
25%
30%

15%

PEMBOBOTAN DIMENSI KEBIJAKAN DALAM
INSTRUMEN IKK TAHUN 2025

Kebijakan Strategis yang
Menjadi Objek Pengukuran

YEAR 2024

Sebagai objek pengukuran, setiap instansi
pemerintah mengajukan 3 (tiga) kebijakan
strategis, dengan kriteria:

Harus ditetapkan dan diimplementasikan
dalam 3 (tiga) tahun terakhir
Memiliki dampak langsung terhadap
masyarakat luas
Mendukung pembangunan berkelanjutan serta
pertumbuhan ekonomi

DIMENSI DAN BOBOT PENGUKURAN

OBJEK PENGUKURAN

IKK tahun 2025 mengukur kualitas kebijakan
instansi pemerintah di 4 (empat) dimensi kebijakan,
yaitu: 

1.Perencanaan kebijakan (20%), mengukur 3
aspek yaitu: penyusunan kebijakan yang
didasarkan pada data dan informasi yang valid
(40%),  keterlibatan pemangku kepentingan
dalam perumusan kebijakan (40%), dan analisis
dampak sebelum kebijakan diimplementasikan
(20%)

2. Implementasi Kebijakan (25%), mengukur 3
aspek yaitu: kejelasan koordinasi dan
komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan
(35%), efektifitas pelaksanaan kebijakan di
lapangan (35%), dan mekanisme pengawasan
dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan
(30%)

3.Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (30%),
mengukur 3 aspek yaitu: adanya evaluasi untuk
perbaikan berkelanjutan (35%), adanya dampak
yang terukur bagi masyarakat (35%), dan
adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan
lain yang relevan (30%)

4.Transparasi dan Partisipasi Publik (15%),
mengukur 2 aspek yaitu: akses informasi
kebijakan oleh publik (50%) dan mekanisme
bagi masyarakat untuk memberikan masukan
atau mengajukan keberatan (50%). 

Instrumen IKK juga memberikan bobot sebesar 10
persen terhadap keterlibatan Pejabat Fungsional
Analis Kebijakan dalam pengukuran IKK pada
instansi pemerintah yang berpartisipasi. Hal ini
merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan
utilisasi Analis Kebijakan dalam peningkatan
kualitas kebijakan. Pelibatan Analis Kebijakan
dalam pengukuran dibuktikan dengan. Peliban
Analis Kebijakan dalam pengukuran dibuktikan
melalui Surat Keputusan (SK) Tim yang
ditandatangani oleh minimal Pejabat Eselon I pada
instansi yang berpartisipasi dan diunggah pada saat
registrasi
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KUALIFIKASI NILAI KUALITAS KEBIJAKAN
Kualifikasi nilai dalam pengukuran IKK tahun 2025 tidak mengalami perubahan dari kualifikasi nilai
pada pengukuran nasional tahun 2021 dan 2023. Terdapat 5 (lima) kualifikasi nilai kualitas kebijakan
yang dapat diperoleh oleh instansi pemerintah dalam pengukuran IKK tahun 2025 sebagai berikut: 

Nilai Kualifikasi

91,00 - 100 Unggul

80,00 - 90,99 Sangat Baik

65,00 - 79,99 Baik

50,00 - 64,99 Cukup

<50,00 Kurang

KUALIFIKASI NILAI KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025
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P E L A K S A N A  P E N G U K U R A N

YEAR 2024

Board Member
Terdiri atas pakar, akademisi, dan pejabat yang
berkompeten di bidang kebijakan publik yang memiliki
tugas memberikan pertimbangan terhadap proses
pengukuran kualitas kebijakan dan penetapan penilaian
akhir.

Command Center
Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan
Administrasi Negara LAN yang memiliki tugas:

Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap
pengelolaan pelaksanaan pengukuran kualitas
kebijakan;
Menetapkan Koordinator Nasional dan Tim
Verifikator; dan
Mendistribusikan Instansi Pemerintah yang
mengikuti pengukuran kualitas kebijakan kepada
Koordinator Nasional.

Koordinator Nasional

Pejabat fungsional Analis Kebijakan di LAN yang memiliki
tugas dan fungsi:

Penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan
Instansi Pemerintah;
Mendistribusikan hasil penilaian mandiri (self-
assessment) Instansi Pemerintah kepada Tim Verifikator;
dan
Melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil
verifikasi.

Verifikator

Pejabat fungsional Analis Kebijakan di LAN yang
memiliki tugas dan fungsi melakukan verifikasi terhadap
penilaian mandiri (self-assessment) berdasarkan bukti
dukung yang telah ditentukan.

Koordinator Instansi

Pejabat di Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Pimpinan
Instansi Pemerintah dalam pengukuran kualitas kebijakan
yang memiliki tugas dan fungsi:

Penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan
Koordinator Nasional;
Mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai
obyek pengukuran kepada Analis Instansi untuk dilakukan
penilaian mandiri (self-assessment) dan pemenuhan bukti
dukung;
Melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil
penilaian mandiri (self-assessment) dan pemenuhan bukti
dukung.

Analis Instansi
Pejabat fungsional Analis Kebijakan dan/atau pejabat
lainnya di Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh
Pimpinan Instansi Pemerintah dalam pengukuran kualitas
kebijakan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan
penilaian mandiri (self-assessment) dan pemenuhan bukti
dukung.

Dalam pengukuran IKK tahun 2025, terdapat 6 (enam) pelaksana pengukuran, dimana 4 (empat)
pelaksana berada di Lembaga Administrasi Negara, yaitu Board Member, Command Center, Koordinator
Nasional, dan Verifikator, dan 2 (dua) pelaksana berada di instansi pemerintah, yaitu Koordinator
Instansi dan Analis Instansi. Penjelasan mengenai tugas fungsi masing-masing pelaksana adalah
sebagai berikut:
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Pengukuran mandiri (self
asessment) oleh Instansi

Pemerintah

Verifikasi hasil pengukuran
mandiri oleh Tim LAN

Perbaikan pengukuran
berdasarkan umpan balik
(feedback) oleh Instansi

Pemerintah

Pembahasan hasil
pengukuran oleh Tim LAN

dengan Board Member

Penetapan hasil pengukuran
kualitas kebijakan Instansi
Pemerintah oleh pimpinan

LAN

Penyampaian umpan balik
(feedback) dari Tim LAN

YEAR 2024WARDIERE INC.

Pengukuran IKK tahun 2025 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

10

TAHAPAN PENGUKURAN

Selain itu, dalam pelaksanaan pengukuran IKK tahun 2025, telah bertugas Tim Nasional IKK
yang terdiri atas 21 orang Koordinator Nasional dan 63 orang Verifikator yang ditetapkan
dalam Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara Nomor 7/D.1/HKM.02.2/2025 Tentang Koordinator Nasional
dan Verifikator Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025

BOARD MEMBER DAN TIM NASIONAL IKK

Dalam pengukuran IKK tahun 2025, terdapat 5 (lima) orang Board Member yang bertugas      
memberikan pertimbangan terhadap proses pengukuran kualitas kebijakan dan penetapan
penilaian akhir, yaitu:

Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si., Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ., Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Indonesia
Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., MA., Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan
Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri,
Kementerian Dalam Negeri
Drs. Imam Gunarto, M.Hum., Analis Kebijakan Ahli Utama Arsip Nasional Republik
Indonesia



PELAKSANAAN

YEAR 202411

Dalam pelaksanaan pengukuran IKK tahun 2025, telah dilakukan berbagai kegiatan sebagaimana
terangkum dalam linimasa berikut: 

Sosialisasi
Nasional

Kick-off

Himbauan
Partisipasi

Pemda
Audiensi,
Fasilitasi,
Konsultasi

Fasilitasi 
dan 

Konsultasi

Sosialisasi
Terpadu

Webinar
Partisipasi 

Pemda

IKK
Awards

FGD 
dan

Sharing
Session

Mengawali rangkaian kegiatan pengukuran IKK tahun
2025, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengukuran
Nasional IKK Tahun 2025 secara daring melalui Zoom
meeting dan livestream YouTube pada tanggal 11 Juni
2025. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan
pemahaman kepada instansi pemerintah baik pusat
maupun daerah tentang arah kebijakan dan
pembaruan pengukuran, serta perubahan instrumen
pengukuran IKK tahun 2025. 

Dalam kegiatan tersebut diuraikan tahapan dan jadwal
pelaksanaan pengukuran IKK 2025 serta menegaskan
tindak lanjut yang perlu dilakukan instansi
pemerintah, khususnya pembentukan tim pelaksana
dan penetapan kebijakan yang akan diikutsertakan
dalam pengukuran. 

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh kurang lebih 800
Peserta dari 389 instansi pemerintah. Video sosialisasi
di YouTube mencapai 7.220 kali penayangan. 

SOSIALISASI PENGUKURAN NASIONAL IKK TAHUN 2025

Sosialisasi Pengukuran Nasional
Indeks Kualitas  Kebijakan 2025

11 Juni 2025

7.220 x Tonton

800++ Peserta dari 389 instansi

Zoom Meeting, Live Youtube

Linimasa Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025



KICK-OFF PENGUKURAN IKK TAHUN 2025

Kick-off Pengukuran IKK menandai dimulainya
tahapan pengukuran IKK tahun 2025. Kegiatan
Kick-off dilaksanakan secara daring melalui
Zoom Meeting dan livestream YouTube pada
tanggal 25 Juni 2025, yang diikuti oleh kurang
lebih 1600 peserta dari 409 instansi. 

Dalam kegiatan Kick-off ini disampaikan
penjelasan teknis terkait penggunaan sistem
informasi IKK (ikk.lan.go.id) bagi instansi dalam
tahapan penilaian mandiri (self-assessment).

Terhitung sejak pelaksanaan Kick-off, instansi
pemerintah secara resmi melakukan registrasi
akun koordinator instansi melalui sistem
informasi IKK, untuk selanjutnya menyampaikan
3 kebijakan yang menjadi obyek pengukuran dan
melakukan proses penilaian mandiri.

Kick-Off Pengukuran
Kualitas Kebijakan

25 Juni 2025

7.548 x Tonton

1600 ++ Peserta dari 409 instansi

Zoom Meeting, Live Youtube
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Sebagai upaya meningkatkan partisipasi instansi
pemerintah daerah dalam pengukuran IKK tahun

2025, Lembaga Administrasi Negara bekerja sama
dengan Kementerian Dalam Negeri memberikan

himbauan kepada instansi pemerintah daerah yang
belum berpartisipasi, baik pada pengukuran

nasional tahun 2021 dan 2023, serta pada kegiatan
sosialisasi dan kick-off untuk mengikuti pengukuran

IKK. 

Himbauan disampaikan melalui Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 000.2.5/ 3822/ SJ, hal

Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025,
tanggal 15 Juli 2025, dan ditujukan kepada 189

instansi pemerintah daerah yang belum
berpartisipasi dalam pengukuran.

PENYAMPAIAN HIMBAUAN PARTISIPASI IKK MELALUI
SURAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Dalam proses pengukuran IKK, Direktorat
Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan
Administrasi Negara melaksanakan berbagai
kegiatan audiensi, fasilitasi, dan konsultasi
pengukuran IKK dengan berbagai instansi
pemerintah pusat dan daerah. Tercatat
sepanjang bulan juni-september 2025, telah
dilakukan kegiatan audiensi, fasilitasi dan
konsultasi dengan 115 instansi, terdiri atas 81
instansi pemerintah pusat dan 34 instansi
pemerintah daerah.

Kegiatan audiensi dilakukan secara klasikal
maupun daring dan diantaranya memberikan
informasi kepada instansi pemerintah terkait
pengukuran IKK, memberikan pendampingan
dalam proses penilaian mandiri, maupun
evaluasi pelaksanaan pengukuran IKK tahun
2025.

AUDIENSI, FASILITASI, DAN KONSULTASI PENGUKURAN IKK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH 

Jumlah Instansi Pemerintah yang Melakukan 
Audiensi, Fasilitasi, dan Konsultasi

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
0

20

40

60

80

100

81

34

Audiensi dengan Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Daerah

Zoom Meeting, Klasikal

Juni - September 2025

K/L, Pemerintah Daerah
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Selain audiensi, fasilitasi, dan konsultasi kepada instansi pemerintah yang sedang berproses
dalam pengukuran IKK, Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara
juga menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan konsultasi kepada instansi pemerintah yang belum
melakukan registrasi dan berpartisipasi dalam pengukuran IKK, sebagai strategi peningkatan
partisipasi instansi pemerintah dalam pengukuran IKK tahun 2025. 

FASILITASI KONSULTASI IKK

ACEH
22 AGUSTUS 2025
63 INSTANSI
129 PESERTA

12-14 AGUSTUS 2025
58 INSTANSI
254 PESERTA

BANDUNG

SAMARINDA

MAKASSAR

22 AGUSTUS 2025
27 INSTANSI
78 PESERTA

JAKARTA

22 AGUSTUS 2025
40 INSTANSI
129 PESERTA

26 AGUSTUS 2025
35 INSTANSI
100 PESERTA

223
INSTANSI

690
PESERTA

Strategi Peningkatan Partisipasi Instansi Pemerintah dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan 2025

Fasilitasi Konsultasi

Sepanjang bulan Agustus 2025, telah dilakukan kegiatan fasilitasi konsultasi di 5 wilayah kerja
satuan kerja Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut:

1.Fasilitasi Konsultasi Jakarta: Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12-14 Agustus 2025 di
Kantor LAN Jakarta, dan diikuti oleh 254 Peserta dari 58 instansi pemerintah pusat. 

2.Fasilitasi Konsultasi Aceh: Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025 di
Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (PUSJAR SKMK) LAN Aceh,
dan diikuti oleh 129 Peserta dari 63 instansi di wilayah Sumatera. 

3.Fasilitasi Konsultasi Bandung: Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2025 di Gedung Sate, Kota Bandung
dan diikuti oleh 129 Peserta dari 40 instansi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
Barat.

4.Fasilitasi Konsultasi Samarinda: Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025 di
Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (PUSJAR SKPP) LAN
Samarinda, dan diikuti oleh 78 Peserta dari 27 instansi di wilayah Kalimantan.

5.Fasilitasi Konsultasi Makassar: Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 di
Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN Makassar, dan
diikuti oleh 78 Peserta dari 27 instansi di wilayah Sulawesi.
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Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara
Timur

21 - 26 September 2025

35 Instansi, >200 Peserta

Sosialisasi Terpadu 
Pengukuran Kualitas Kebijakan

Tahun 2025 

Hasil pengukuran IKK tahun 2021 dan 2023
menunjukkan tingkat partisipasi instansi
pemerintah daerah di wilayah Indonesia
Timur (Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku
Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya,
Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua
Pegunungan) dalam pengukuran IKK masih
sangat rendah. Tercatat, hanya 1 instansi
yang mengikuti pengukuran di tahun 2021
dan 5 instansi di tahun 2023. 

Dalam pelaksanaan pengukuran IKK di tahun
2025, hanya 8 instansi yang mengikuti
kegiatan Sosialisasi, 13 instansi yang
mengikuti kegiatan Kick-off, dan sampai
bulan September 2025, baru 11 instansi dari
total 83 instansi yang sudah melakukan
registrasi pada sistem informasi IKK.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Strategi
Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi
Negara juga menyelenggarakan kegiatan
sosialisasi terpadu guna mendorong
partisipasi instansi pemerintah daerah di
wilayah Indonesia Timur dalam pengukuran
IKK tahun 2025. Kegiatan Sosialisasi Terpadu
dilaksanakan di 3 lokus, yaitu Nusa Tenggara
Timur, Maluku Utara, dan Papua, dengan 

SOSIALISASI TERPADU DI WILAYAH INDONESIA TIMUR

Sebagai tindak lanjut himbauan partisipasi dalam
pengukuran IKK tahun 2025 kepada instansi

pemerintah daerah melalui Surat Menteri Dalam
NegeriSurat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.5/
3822/ SJ, hal Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun

2025, Lembaga Administrasi Negara bekerja sama
dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

(BSKDN) Kementerian Dalam Negeri
menyelenggarakan Webinar Peningkatan Partisipasi

Pemerintah Daerah dalam Pengukuran Kualitas
Kebijakan. Tercatat ada lebih dari 100 peserta yang
berasal dari 165 instansi yang belum berpartisipasi
dalam pengukuran IKK tahun 2025 hadir mengikuti

kegiatan ini. 

WEBINAR PENINGKATAN PARTISIPASI INSTANSI
PEMERINTAH DALAM IKK

Kantor BSKDN Kemendagri, dan ZOOM
Meeting

23 Oktober 2025

165 Instansi,  >100 Peserta
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Dengan berakhirnya rangkaian pengukuran dan telah
diperoleh hasil pengukuran IKK untuk masing-masing

instansi pemerintah, selanjutnya dilaksanakan kegiatan
Focus Group Discussion pada tanggal 9 Desember 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendalaman dan
analisis lanjutan terhadap hasil pengukuran IKK 2025

sebagai dasar penyempurnaan metodologi dan pelaksanaan
pengukuran di masa mendatang, sekaligus mendorong

keterlibatan aktif instansi pemerintah dalam pengukuran
IKK Tahun 2026.

FGD dihadiri oleh 75 peserta dari 15 instansi pemerintah,
dengan rangkaian kegiatan meliputi pemaparan deep

analysis hasil IKK Tahun 2025 oleh Tim Command Center
IKK, paparan mengenai korelasi antara kualitas kebijakan

dan peran analis kebijakan oleh Analis Kebijakan Ahli Utama
BRIN, serta sesi berbagi praktik baik (sharing session) terkait

upaya mewujudkan kebijakan yang unggul oleh
Kementerian Pertanian dan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) sebagai perwakilan instansi
pemerintah dengan kualifikasi nilai IKK unggul.

 

  

Kegiatan Penganugerahan Indeks Kualitas
Kebijakan (IKK) Tahun 2025 diselenggarakan pada
tanggal 25 November 2025 di Surabaya, Jawa
Timur, sebagai puncak rangkaian pelaksanaan
Pengukuran IKK Tahun 2025. Acara ini dihadiri
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, para Menteri dan Pimpinan
Lembaga, Gubernur Jawa Timur, para Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota, pimpinan perangkat daerah,
serta perwakilan instansi pemerintah pusat dan
daerah dengan total lebih dari 500 peserta. 

Penganugerahan ini menjadi forum apresiasi
nasional atas komitmen instansi pemerintah dalam
meningkatkan kualitas kebijakan publik yang
berbasis bukti (evidence-based) dan berdampak
nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan
masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan
IKK Awards kepada 30 instansi pemerintah yang
berhasil meraih kualifikasi nilai “Unggul”.
Penganugerahan ini diharapkan menjadi motivasi
sekaligus rujukan praktik baik bagi instansi
pemerintah lainnya dalam memperkuat budaya
kebijakan yang berkualitas. 

PENGANUGERAHAN IKK AWARD TAHUN 2025

Surabaya, Jawa Timur

25 November 2025

Se-Indonesia, >500 Peserta

Penganugerahan IKK Award
Tahun 2025

FOCUS GROUP DISCUSSION “MENGUPAS KUALITAS KEBIJAKAN DI INDONESIA”

Kantor Lembaga Administrasi Negara,
Gedung A, Kelas C

09 Desember 2025

15 Instansi, 75 Peserta
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H A S I L  P E N G U K U R A N

WARDIERE INC. YEAR 2024

Pada tahun 2025, sebanyak 548 instansi pemerintah atau 85 persen dari total 646 instansi telah
berpartisipasi dalam pengukuran IKK, yang terdiri dari 40 Kementerian, 42 Lembaga/Badan, 28
Provinsi, 284 Kabupaten, dan 74 Kota. Jumlah ini menunjukkan peningkatan tingkat partisipasi
yang signifikan, dibandingkan dengan pengukuran pada tahun 2021 dan 2023. Pada tahun 2025
juga sudah tidak ada instansi pemerintah yang mengajukan untuk dikecualikan dalam
pengukuran. 

TINGKAT PARTISIPASI INSTANSI PEMERINTAH MENINGKAT SIGNIFIKAN

Dari total 548 instansi pemerintah yang
berpartisipasi dalam Pengukuran Indeks
Kualitas Kebijakan (IKK) pada tahun 2025,
partisipasi tersebut dikelompokkan ke dalam
dua kluster. Kluster fully participants terdiri
atas 468 instansi yang telah mengikuti
seluruh tahapan pengukuran secara lengkap
hingga penetapan hasil akhir. 

Sementara itu, kluster committed participants
mencakup 80 instansi, yaitu instansi
pemerintah yang telah menunjukkan
komitmen terhadap pelaksanaan IKK 2025
melalui proses registrasi, namun pada tahun
pengukuran ini belum menyelesaikan seluruh
tahapan pengukuran yang ditetapkan.

Kluster Partisipasi

548
468 80

Fully
Participants

Committed
Participants

Total Participants

Tingkat Partisipasi Instansi Pemerintah dalam Pengukuran IKK Tahun 2021, 2023, dan 2025
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Kementerian/Lembaga

Provinsi/Kota/Kabupaten

Kementerian Lembaga

Provinsi Kota

Kabupaten

Kementerian/Lembaga

Provinsi/Kota/Kabupaten

2021

128
86

42

166

2025

548

45
44

32

85
342

84,83%
tingkat
partisipasi
dari total
instansi

225

2023

59
35,83%
tingkat
partisipasi
dari total
instansi

20,38%
tingkat
partisipasi
dari total
instansi

628 Instansi
86 Pusat 542 Daerah

Dari Total
628 Instansi

82 Pusat 546 Daerah

Dari Total
646 Instansi

100 Pusat 546 Daerah

Dari Total



1379
Kebijakan yang Menjadi

Objek Pengukuran

27
Sektor Kebijakan yang

Menjadi Objek Pengukuran

TOTAL KEBIJAKAN YANG MENJADI OBYEK PENGUKURAN

Pada tahun 2025, ada total 1379 kebijakan menjadi
obyek pengukuran yang tersebar di 27 sektor. Adapun
top 10 sektor dengan kebijakan terbanyak adalah
sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan,
ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan
HAM, dan administrasi negara.
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FP :  Fully Participant

CP :  Commited Participant

NP :  Non Participant

ACEH
1 PROVINSI
21 KAB/KOTA

2 CP2 CP
SUMATERA 
UTARA

1 PROVINSI
21 KAB/KOTA

8 CP
4 NP
8 CP
4 NP

SUMATERA
BARAT

1 PROVINSI
14 KAB/KOTA

5 NP5 NP

RIAU
1 PROVINSI
7 KAB/KOTA

1 CP
4 NP
1 CP
4 NP

KEPULAUAN RIAU
1 PROVINSI
7 KAB/KOTA

BANGKA 
BELITUNG

1 PROVINSI
7 KAB/KOTA

JAMBI
1 PROVINSI
5 KAB/KOTA

2 CP
4 NP
2 CP
4 NP

BENGKULU
1 PROVINSI
6 KAB/KOTA

2 CP
2 NP
2 CP
2 NP

SUMATERA 
SELATAN

1 PROVINSI
15 KAB/KOTA

2 CP2 CP

LAMPUNG
1 PROVINSI
8 KAB/KOTA6 CP

1 NP
6 CP
1 NP

DK JAKARTA
1 PROVINSI
82 K/L

JAWA TENGAH
1 PROVINSI
35 KAB/KOTA

DI YOGYAKARTA
1 PROVINSI
5 KAB/KOTA

JAWA BARAT
1 PROVINSI
27 KAB/KOTA

BANTEN
1 PROVINSI
8 KAB/KOTA

JAWA TIMUR
1 PROVINSI
37 KAB/KOTA1 CP1 CP

BALI
1 PROVINSI
9 KAB/KOTA NUSA TENGGARA TIMUR

9 KAB/KOTANUSA TENGGARA BARAT
1 PROVINSI
8 KAB/KOTA

8 CP
6 NP
8 CP
6 NP

KALIMANTAN 
BARAT

1 PROVINSI
10 KAB/KOTA

KALIMANTAN UTARA
1 PROVINSI
4 KAB/KOTA

KALIMANTAN
TIMUR

1 PROVINSI
9 KAB/KOTA

KALIMANTAN
TENGAH

11 KAB/KOTA

3 CP
1 NP
3 CP
1 NP

3 CP
1 NP
3 CP
1 NP

KALIMANTAN
SELATAN

1 PROVINSI
13 KAB/KOTA

1 NP1 NP

1 NP1 NP SULAWESI
UTARA

1 PROVINSI
11 KAB/KOTA

MALUKU UTARA
2 KABUPATEN

SULAWESI
TENGAH

1 PROVINSI
9 KAB/KOTA

SULAWESI
BARAT

1 PROVINSI
3 KAB/KOTA

SULAWESI
SELATAN

1 PROVINSI
18 KAB/KOTA

3 CP
1 NP
3 CP
1 NP

3 CP
1 NP
3 CP
1 NP

4 CP
2 NP
4 CP
2 NP

SULAWESI
TENGGARA

1 PROVINSI
10 KAB/KOTA

3 CP
4 NP
3 CP
4 NP

GORONTALO
1 PROVINSI
5 KAB/KOTA

1 CP1 CP

2 CP
1 NP
2 CP
1 NP

MALUKU
4 KABUPATEN

1 CP
9 NP
1 CP
9 NP

6 CP
1 NP
6 CP
1 NP

PAPUA
BARAT

PAPUA

PAPUA
BARAT DAYA

PAPUA
TENGAH

PAPUA
SELATAN

PAPUA
PEGUNUNGAN

7 CP
3 NP
7 CP
3 NP

2 CP
6 NP
2 CP
6 NP

7 NP7 NP
9 NP9 NP

5 NP5 NP

1 CP
8 NP
1 CP
8 NP

Berikut adalah sebaran instansi pemerintah secara nasional, baik fully participants,
committed participants, dan non-participants, yaitu instansi yang belum mengikuti
pengukuran di tahun 2025:



Pada Tahun 2025, nilai rata-rata nasional Indeks Kualitas Kebijakan tercatat sebesar
63,14 (kualifikasi nilai cukup). Secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan
(IKK) Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh adanya perubahan dan
penyempurnaan instrumen pengukuran. Kondisi tersebut merupakan hal yang wajar,
mengingat instansi pemerintah perlu melakukan penyesuaian dalam pemenuhan bukti
dukung agar selaras dengan instrumen yang telah diperbarui. 

Nilai Rata-rata Nasional IKK Tahun 2021-2025

NILAI RATA-RATA NASIONAL IKK

62,79

Provinsi

57,67

Kabupaten

65,79

Kota

INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

59,6

82,22

Kementerian

77,54

Lembaga

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

79,82

63,14
Nilai Rata-rata Nasional IKK

Tahun 2025

NILAI RATA-RATA IKK TAHUN 2025 PER KATEGORI INSTANSI PEMERINTAH
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41,12

66,17

54,4

63,14

Jika ditinjau berdasarkan kategori instansi, masih terlihat adanya disparitas capaian nilai IKK
antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Instansi pemerintah pusat menunjukkan
capaian yang relatif lebih tinggi, yaitu sebesar 79,82 (kualifikasi Baik), dengan nilai rata-rata
IKK Kementerian sebesar 82,22 (kualifikasi Sangat Baik) dan Lembaga/Badan sebesar 77,54
(kualifikasi Baik). Sebaliknya, nilai rata-rata IKK instansi pemerintah daerah masih berada di
bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 59,6 (kualifikasi Cukup), dimana rata-rata nilai IKK
Pemerintah Provinsi sebesar 62,79 (kualifikasi Cukup), Pemerintah Kota 65,79 (kualifikasi
Baik), dan Pemerintah Kabupaten 57,67 (kualifikasi Cukup).



REKAPITULASI KUALIFIKASI NILAI IKK

Berdasarkan lima kualifikasi nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), capaian Tahun 2025
menunjukkan bahwa 6,41% instansi pemerintah berada pada kualifikasi Unggul sebagai
kualifikasi tertinggi. Selanjutnya, 22,44% instansi berada pada kualifikasi Sangat Baik,
25,43% pada kualifikasi Baik, 21,58% pada kualifikasi Cukup, dan 24,15% pada kualifikasi
Kurang.

6,41%

22,44%

25,43%

21,58%

24,15%

UNGGUL SANGAT
BAIK BAIK CUKUP KURANG

30% 39%

TARGET DALAM RPJMN CAPAIAN

Total Instansi Pemerintah
dengan Kualifikasi Nilai IKK

Minimal ‘Baik’

Total Instansi Pemerintah
dengan Kualifikasi Nilai IKK

Minimal ‘Baik’

IKK merupakan salah satu program prioritas nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Untuk tahun 2025 ditargetkan 30% instansi pemerintah
mendapatkan nilai minimal baik. Dari hasil IKK tahun 2025, 39% instansi berhasil mencapai
kualifikasi minimal baik. Artinya, hasil IKK tahun ini telah melampaui target yang telah
ditetapkan.

CAPAIAN TARGET RPJMN

REKAPITULASI NILAI IKK NASIONAL PER KUALIFIKASI NILAI
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HASIL PENGUKURAN IKK PER SEKTOR KEBIJAKAN

Dalam pengukuran IKK tahun 2025, tercatat ada 27 sektor kebijakan yang menjadi objek pengukuran,
yaitu: Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Pangan, Ekonomi, Lingkungan, Ketenagakerjaan,
Hukum dan HAM, Administrasi Negara, Pelayanan Publik, Aparatur Negara, Penanaman Modal,
Keuangan, Pajak dan Retribusi, Perdagangan, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Perencanaan, Transportasi, Pariwisata, Pertanian, Pertanahan, Riset dan Inovasi,
Kelautan, serta sektor Lainnya. Berikut adalah data jumlah kebijakan, jumlah instansi yang
melakukan pengukuran dan nilai rata-rata IKK pada setiap sektor kebijakan dalam pengukuran IKK
tahun 2025:
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            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

SOSIAL KESEHATAN PENDIDIKAN

323

228

64

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

219

185

65,8

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

119

102

63,1

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

INFRASTRUKTUR PANGAN EKONOMI

104

86

67,8

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

74

64

66,5

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

69

52

70,9

DATA IKK PER SEKTOR KEBIJAKAN



            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

LINGKUNGAN KETENAGAKERJAAN HUKUM &HAM

57

50

66

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

54

52

62,5

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

53

37

68,4

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

ADMINISTRASI
NEGARA PELAYANAN PUBLIK APARATUR NEGARA

42

32

72,2

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

39

34

75,3

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

31

24

75,8

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

PENANAMAN MODAL KEUANGAN PAJAK & RETRIBUSI

23

21

74,2

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

22

19

71,8

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

21

19

73,1

DATA IKK PER SEKTOR KEBIJAKAN
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23

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

PERDAGANGAN KEPENDUDUKAN PEREMPUAN & ANAK

20

15

68,4

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

16

15

68,7

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

15

15

64,2

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

PERENCANAAN TRANSPORTASI PARIWISATA

14

10

73,3

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

13

11

64,9

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

13

11

66,4

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

PERTANIAN PERTANAHAN RISET & INOVASI

10

10

70,9

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

9

5

82

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

9

7

83,6

DATA IKK PER SEKTOR KEBIJAKAN



            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

KELAUTAN LAINNYA

7

5

81,3

            Kebijakan

       Instansi

                  Nilai Rata-rata

16

9

66,6

DATA IKK PER SEKTOR KEBIJAKAN

NILAI IKK INSTANSI PER DIMENSI

Evaluasi dan 
Keberlanjutan Kebijakan

Perencanaan Kebijakan

Transparansi dan 
Partisipasi Publik

Implementasi 
Kebijakan

KEMENTERIAN

Perencanaan Kebijakan

Transparansi dan 
Partisipasi Publik

Implementasi 
Kebijakan

Evaluasi dan 
Keberlanjutan Kebijakan

LEMBAGA

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat
gap capaian antar dimensi kebijakan, baik pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi ini
menggambarkan bahwa kualitas kebijakan belum berkembang secara seimbang di seluruh tahapan
siklus kebijakan, sehingga diperlukan penguatan yang lebih terarah pada dimensi-dimensi tertentu.

Pada kategori instansi pemerintah pusat, kementerian dan lembaga umumnya menunjukkan capaian
yang relatif lebih baik pada dimensi Perencanaan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan. Namun
demikian, masih terlihat gap pada dimensi Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan dan juga dimensi
Transparansi dan Partisipasi Publik.

Radar Chart Nilai IKK per Dimensi Kategori Instansi Pemerintah Pusat 
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PROVINSI

Perencanaan Kebijakan

Transparansi dan 
Partisipasi Publik

Implementasi 
Kebijakan

Evaluasi dan 
Keberlanjutan Kebijakan

KABUPATEN 

Perencanaan Kebijakan

Transparansi dan 
Partisipasi Publik

Implementasi 
Kebijakan

Evaluasi dan 
Keberlanjutan Kebijakan
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KOTA

Perencanaan Kebijakan

Transparansi dan 
Partisipasi Publik

Implementasi 
Kebijakan

Evaluasi dan 
Keberlanjutan Kebijakan

Pada instansi pemerintah daerah, gap antar dimensi kebijakan terlihat lebih menonjol. Dimensi
Implementasi Kebijakan relatif memiliki capaian yang lebih baik, terutama pada pemerintah kota.
Sebaliknya, dimensi Perencanaan Kebijakan serta Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan masih
menjadi titik lemah utama, khususnya pada pemerintah kabupaten. Sementara itu, dimensi
Transparansi dan Partisipasi Publik juga menunjukkan gap yang cukup signifikan, baik di pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota.

Radar Chart Nilai IKK per Dimensi Kategori Instansi Pemerintah Daerah

TINGKAT PELIBATAN ANALIS KEBIJAKAN

Pada pengukuran IKK tahun 2025, 94%
instansi telah melibatkan pejabat fungsional

analis kebijakan. Hal ini menunjukkan
komitmen terhadap kebijakan yang

evidence-based, responsif, dan berdampak
nyata dari instansi pemerintah yang

mengikuti pengukuran IKK.

94%
Instansi telah melibatkan
Analis Kebijakan dalam

Pengukuran IKK



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Kementerian Hukum
Kementerian Kehutanan
Kementerian Keuangan
Kementerian Kesehatan
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah
Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Bappenas
Kementerian Pertanian,
dan
Kementerian Sosial

Badan Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan
Badan Pengawas Obat dan
Makanan, dan
Lembaga Administrasi
Negara

Provinsi DKI Jakarta
Provinsi Jawa Timur 
Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten Ciamis
Kabupaten Demak
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Maros
Kabupaten Paser
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Sukabumi

Kota Bontang
Kota Cirebon
Kota Denpasar
Kota Malang
Kota Padang
Kota Surabaya

KEMENTERIAN

Pada pengukuran IKK tahun 2025, terdapat 30 instansi pemerintah yang memperoleh kualifikasi
nilai “Unggul” yaitu 10 (sepuluh) Kementerian, 3 (tiga) Badan/Lembaga, 3 (tiga) Pemerintah
Provinsi, 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten, dan 6 (enam) Pemerintah Kota. Hasil pengukuran IKK
secara lengkap telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 737/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025

LEMBAGA PROVINSI KABUPATEN

KOTA

INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KUALIFIKASI NILAI UNGGUL

Dengan telah selesainya pengukuran IKK
tahun 2025, keseluruhan hasil pengukuran

secara detail telah disampaikan kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi melalui Surat
Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor: 6839/K.1/KDI.01, hal Penyampaian
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas

Kebijakan (IKK) Tahun 2025 

PENYAMPAIAN HASIL PENGUKURAN IKK KEPADA MENTERI PANRB 

26



Pathway Evaluasi dan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Kebijakan
(2026-2029)

Peningkatan Dasar
Kebijakan Pengukuran
Kualitas Kebijakan dari
SE ke Peraturan (2026)

Pengembangan Sistem
Informasi IKK sampai

tahun 2029

Profiling Unit Kerja di
Kementerian/ Lembaga/
Pemerintah Daerah yang
Menjadi Core Unit IKK ke

Depan (2026)

Leveraging Hasil
Pengukuran Untuk

Peningkatan Kualitas
Kebijakan (2026-2029)

Efektivitas Utilisasi JF AK
LAN dalam Pengukuran

Kualitas Kebijakan
(2026-2027)

Penyusunan Design
Pelibatan Partisipasi

Publik dalam
Pengukuran Kualitas

Kebijakan ( 2027)

Release Pengukuran
Kualitas Kebijakan dan
penyampaian Anugerah

Kualitas Kebijakan
Secara Nasional (2026-

2029)

Dalam rangka memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas kebijakan pasca pelaksanaan
Pengukuran IKK Tahun 2025, Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi
Negara menyusun strategi profiling dan leveraging sebagai bagian dari penguatan tata kelola
kebijakan ke depan. Strategi ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil
pengukuran IKK sebagai dasar perbaikan kebijakan yang lebih sistematis dan terarah pada
periode 2026–2029.

K E B E R L A N J U T A N  I K K
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PENINGKATAN DASAR HUKUM PENGUKURAN IKK

Pada tahun 2026, akan dilakukan peningkatan dasar hukum Pengukuran Kualitas Kebijakan
dari Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara menjadi peraturan yang bersifat
lebih mengikat. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, konsistensi
pelaksanaan, serta komitmen instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengukuran
kualitas kebijakan



Profiling Unit Kerja di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
yang Menjadi Core Unit IKK ke Depan (2026)

Data Core Unit Pelaksana
Pengukuran IKK 2025 di

Seluruh Instansi Pemerintah

Koordinasi dan Komunikasi
Dengan Unit Kerja/ OPD

Seluruh Instansi Pemerintah
yang Menangani IKK di Tahun

2025 Berkolaborasi dengan
Kemendagri, KemenPANRB

dan BRIN

Unifikasi Core Unit IKK Pada
Seluruh Instansi Pemerintah 

WARDIERE INC. YEAR 2024
Sementara itu, strategi leveraging diarahkan pada pemanfaatan hasil pengukuran IKK
secara lebih luas untuk mendorong perbaikan kebijakan lintas sektor dan lintas level
pemerintahan. Upaya ini dilakukan melalui pengelompokan (clustering) hasil pengukuran
berdasarkan dimensi dan karakteristik instansi, penguatan koordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait, serta konsolidasi dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi
Kebijakan (Pusjar). Selain itu, pelibatan pemangku kepentingan strategis, termasuk
legislatif, juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat dukungan terhadap
peningkatan kualitas kebijakan publik.
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Strategi profiling difokuskan pada pemetaan unit kerja di kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah yang menjadi core unit pelaksana pengukuran dan peningkatan kualitas
kebijakan. Pemetaan ini mencakup identifikasi peran, kapasitas, serta pola koordinasi unit
kerja yang menangani kebijakan dan pengukuran IKK. Melalui profiling ini, diharapkan
terbangun basis data nasional mengenai unit inti kebijakan yang dapat menjadi penggerak
utama peningkatan kualitas kebijakan di masing-masing instansi.

PROFILING UNIT KERJA DI INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI CORE UNIT IKK 

LEVERAGING HASIL PENGUKURAN IKK
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Melalui pendekatan profiling dan leveraging, hasil Pengukuran IKK tidak hanya berhenti
sebagai laporan evaluatif, tetapi menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong
transformasi kualitas kebijakan secara berkelanjutan, terintegrasi, dan berdampak nyata
bagi pembangunan nasional.

Leveraging Hasil Pengukuran 
Untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan(2026-2029)

Clustering Hasil
Pengukuran Kualitas

Kebijakan per Dimensi
per Instansi

Pelibatan Anggota
Legislatif dalam

Rangka Peningkatan
Kualitas Kebijakan

Instansi Pemerintah
Pusat/Daerah

Kolaborasi dengan
Kementerian Dalam

Negeri

Koordinasi dan
Konsolidasi dengan

Pusat-Pusat
Pembelajaran dan
Strategi Kebijakan

(Pusjar) LAN
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PENUTUP

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 merupakan tonggak penting dalam
upaya berkelanjutan untuk memperkuat kualitas kebijakan publik di Indonesia. Melalui
berbagai penyempurnaan instrumen, mekanisme pengukuran, serta dukungan sistem
informasi, IKK Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai
instrumen pembelajaran kebijakan yang mendorong perbaikan secara berkelanjutan di
lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat partisipasi instansi
pemerintah, yang mencerminkan semakin kuatnya komitmen terhadap penerapan prinsip
kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan orientasi pada kinerja serta dampak
kebijakan. Meskipun nilai rata-rata nasional IKK Tahun 2025 masih berada pada kualifikasi
“Cukup”, capaian persentase instansi yang memperoleh kualifikasi minimal “Baik” telah
melampaui target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Hal ini
menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam upaya peningkatan kualitas kebijakan secara
nasional.

Namun demikian, hasil pengukuran juga mengungkapkan masih adanya disparitas capaian
kualitas kebijakan antara instansi pemerintah pusat dan daerah, serta ketimpangan antar
dimensi kebijakan. Dimensi Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan serta Transparansi dan
Partisipasi Publik masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis dan terarah, khususnya
di tingkat pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas kebijakan
perlu dilakukan secara menyeluruh di seluruh tahapan siklus kebijakan, tidak hanya pada
tahap perencanaan dan implementasi.

Sebagai tindak lanjut, Lembaga Administrasi Negara melalui Direktorat Strategi Peningkatan
Kualitas Kebijakan Administrasi Negara telah menyiapkan strategi keberlanjutan IKK melalui
pendekatan profiling dan leveraging. Strategi ini diarahkan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola,
serta peningkatan kapasitas unit kerja kebijakan di kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah. Penguatan dasar hukum pengukuran, pengembangan sistem informasi IKK, serta
konsolidasi lintas pemangku kepentingan menjadi langkah kunci dalam memastikan
keberlanjutan dan dampak jangka panjang pengukuran IKK.

Dengan demikian, Indeks Kualitas Kebijakan diharapkan terus berkembang sebagai instrumen
nasional yang kredibel, relevan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Ke depan, IKK
tidak hanya menjadi cermin kualitas kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi pengungkit
utama dalam mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berkualitas, berkelanjutan, dan
berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan
nasional.
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LAMPIRAN

Surat Edaran Kepala LAN tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan

















Surat Keputusan Kepala LAN tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan































Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Tentang
Koordinator Nasional dan Verifikator Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025














